Menimbang :

Mengingat

g

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINS! ‘DAERAH KHUSUS 1IBLKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melakeanskan keteniuan Pasal 448 Peraluran Daerah Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisesi Perangkat Daeah dan Pasal &
Peraturan Gubermy Nomor 119 Tahun 2008 lentang Organisasi dan Tata
Ketja Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tertang Pembentukan Organesasi dan Tata Kerfa Pusa Palatihan
Kena Pengembangan industr;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 temtang Pokok-pokok
Kepegawailan sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 19989,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tatwn 2004 tentang Perbendanaraan Negara,

4 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukan Peraturan
Perundang-undangan;

A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengaiolaan Keuangan Negara;

6 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerntaban Daeah,
sehagaimana telah beberapa kak diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008,

7. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2007 lentang Pemerintahan Provins,
Dacrah Khusus lbuksta Jabata sebagal bukota Negara Kesatan
Republk indonesia;
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Menetapkan:

10.

11.

12.

13.

1.

15.

18.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengsiolaan

Keauangan Daersh;

Peraturan Pemeiintah Nomor 8 Tehun 2006 tentang Pargelolagn Barang
Milik NagaratDaerah sebagaimana telsh tiubah dengan Perafuran
Pemerintab Nomor & Tahun 2008

Peraturan Pemefintsh Nomor 8 Tahun 2008 tertang Pelaporan
Keuzngan dan Kinerja instansi Pemeriniah;

Feraturan Pemetintsh Nomor 38 Tahun 2007 tertang Pembagian

Urusan Pomeriniahan antara Pemecdintah, Pemeriniahan Daerah

Provingi dan Pemenntatan Daerah Kabupatern/Kots

Peraluran Pemerinish Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Perduran Psmerirtsh Momor 41 Tabun 2007 tentang Oigarnisas!
Fesangkat Daerah;

Peraturan Menler Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2008 tentang

. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerzh sabagaimana telah diubxah

dengan Peraturan Monteri Dalem NegeriNamar. 59 Tahun 2007,

Pergturan Mentert Dalaen Negeri Nomaor 45 Tahun 2008 tentang Fola
Organisasi Parangkal Daerah ‘Provinsi Dasrah Khusus Thukota Jakarts;

Perabsran Daerah Nomos 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daarahy;

Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2008 tewtang Organisasl dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrastk;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN
TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI

BAE i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Paraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.

Dagrah adalah Praovins] Daerah Khusus lbukota Jakartg.

2. ‘Pemerinteh Daomh adalsh Gubernur dan Peranghat Daerah zebagal

uwnsur penyde nggaa Pemerintahan Daerah.




3. Guwberar adalah Kepala Daersh Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4 Sekretariat Daargh addah Sekretoniat Daerah Provinsi Dasrah Khusus
hukota Jakarta.

£ Inspektorat adelah ingpekdoral Provinsi Daeran Khusus bukota Jakarta

8 Badan Pengeiola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelota Keuangan
Dawah Provinsl Daerah Khusus Bukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaish Operah adalah Badan Kepegawalan Daerah
Provinsi Daemh Khusus fbukota Jakarta.

8 Blro Organigasi don Tatalaksana adaah Biro Organisasi dan Tatalaksaha
Sekretariat Daerah

9. Dinas Tenaga Kerja can Transmigrasi adolah Dinas Tenags Keda dan
Transmigras! Provingi Daerah Khusus bukota Jakarta,

0. Kepala Dinas adalsh Kepala Dinas Tenaga Kerjg dan Transmigrasi
Provinsi ‘Dasrah ‘Khusue tbukota Jakana.

11. Pusat Pelatihan-Kerja Pengermbangan ndusty yang selanputnya disingkat
PPKP adabbh Pusat Peldihan Kerja Pengembangan industri Dinas
Tenaga Kera dan Transmigrasl

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelathan Kara Pangambangan
ndustri,

8AB I
PEMBENTUKAN
Ppaal 2
Dengan Peraburan Gubenwr i dbentuk Pusat Pelathan  Kerja
Pengambangan ndustri,
BAB 1M
Pasal 3
(1) PPKPf merupakan Unt Pelaksana Teknis Dinas Tepaga Kera dan
Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga keda di bidang
{2) PPKPI dipinpin oleh seorarg Kepsala Pusal yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berada di ‘bewah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas,
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Pasal 4

PPKP moempunyai tugas melsksanaken pelatinan tenaga kerda di
bidang ndustr|, tala niaga dan anveka kejuruan .

Untuk menysienggarakan tugas sebagaimana dimakeud pada ayat (1),

PPKPI mempunya fungsi:

a. penyumunan Rencana Kera dan hnggaran (RKA} dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKF,

b peiaksanaan Dokurnen Pelaksansan Anqgafm {DPA) .FPKP'I:

C. pelaksanaan idertifikasi ketrstuhan peathan kera pengambangan
industry

4, psnyusunan program, kurikulum dan  siabus  pelstinan  keda

pelaksanaan pelatihan kerja pengembangan industri;

pemasaanmong ury dan Wiwsan pelatinan pengambangan ndustl;
pengeiotaan fasfitas tempat dan peralatan pelsthan pengsmbangsn
industy

polaiaanaan jasa pelaysnan pdatihin dan jasa pemanfagtan
prasarana dan sarana pelsghan pengembangan industr;

F Q=

i pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemasaron Wusan peistthhan

pengembangan. industr

J. peldsanaan jasa pelayanan pelgihan kerja dan jasa pamanfaatan
prasarans dan sarana palatihan karja

K. pelaksanaan evoluasi pelkksanaan pelatihan pengembangan industry

1. pengelolaan teknologi mlormas! PPKP!,

m. paieksanaan publiasi kegiatan PPIPL;

n. pengelolaan kepegawaian, keuahgan dan barang; .

o. polaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaar

f. pernvyispan bahan lapoan Dinss Tenaga Karja dan Transmigraal yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPt dan

g. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKPL

BAB IV
ORGANISAS
Bagian Kesatu
Susunan Qrganisas
Pasal 5
‘Susunan Organisas! PPKP! terdin dar .
Kepala Pusat;
Subbagian Tala Usaba;
Sckal Polatihar
Seksi Ui Kompatensi dan Permasaran; dan
‘Subkalompok Jabaan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi PPKPl sebagaimena tercamtum d&dam
Lampiran | Peraturan Gubermur ini.




Baoian Ked
Kepda Pusa
Pasal 6

Kepala Pusa mempunyal tugas:

a  memimpin dan mengoordineskan pelaksanakan tugas dan fungsi PPKP1
sebagaimana dimaksud datam Pasal 4

h.  mengoordinasikan petaksanaan tugas Subbaglan, Seksi dan Subkelpmpok
Jabatan Fungsional;

¢. melaksanakan koordinasl dan kerja sama dengan Satuan Karja
Perangkst Daorah (SKPD), Uit Kefja Perangkat Daerah (UKPD)
danfatay hsthememﬁ#Swastn terkad, dalam rangks pelaksanaan

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

{1} Swbagian Tata Usaha merupakan Solwan Kera Stal  dalam
pelaksanaan adminishasi PPKPL

{2) Subbagian Tata Ussha dipewpin oleh seomng Kepela Subbagian yang
berkedudukan di bawah danbertanggung jewab kepada Kepala Pusat,

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokuman
Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKPt semsai dengan fingkup tugasnys

b ‘melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} PPKPY semusi
dengan lingkup tugasnyz,

¢ mengoordnasikan penyusunan Rencana Kerja -dan Anggaran (RKA)
dan Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKPI;

d. menghimpun bahan dan memgoordnasikan penyusunan rencana
strategi PPKPI

e. melaksanakan mondoring, pengendalian dan svalussi pelaksanaan

Dokuman Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKPY

melaksanakan pengelolasn taknologi informasi PPKPL

melaksanakan pengelolaan kepegawaiar, keuangan dan barang

melaksanakan kegidan kelalausahasn separfi surat menwyural dan

kearsipan PPKPT

melaksanakan pemefharaan dan perawalah prasarana -dan sarana

kerja PPYPY;

j memasun am'l'htm keria sama pokl wart;

k -memelihara kebersihan, keindahan kearnanan dmhmlﬂbmkmhr

L melaksanaken pubiikasi kegiatan PPKPY

m mengoordinasikan penyusunan leporan (keuangan, kKinerja, kogratan
dan alcmtabfitas) PPKPL
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n. menyiapkan bahen laporan PPKPM vang terkat dengan tugas
Subbagan Tata Usaha; dan

o. melaporkan dan MMeMpertangguUngawabkan peiaksanatn thugas
Subbagian Tata Usaha

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan

Pasal §

Seksi  Pelatthan  morupakan Satuan Keda Uni PPKPI  dalam
pelaksanaan pelatihan pengambangan industr

Seksi Pelatihan dpimpin aleh seorang Kepala Selal yang berkedudukan
dl ‘bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Pusat

Seksi Pelathan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Renhcana Kara dan Anggaran (RKA) dan Dolkumen
Pelaksangan Anggaran {DPAY PPHP) sesual dengan Hngkup tugutnya;

b. melaksanakan Dcokumen Pelasksanaan Anggaan (DPA) PPKPI
sesua dengan lingkup tugasrya;

¢ metwusun kurikuum dan silahus palatihan pengembangan industri;

d. menyusun rencana peigksanaan pelatihan pengembangan industs;

€ melaksanakan iderdiikasi kebutuhan pelatihan kea pengembangan
industri;

f melaksanakan pelatihan kerja pengembangan industrl;

0. meolaksanskan kefja samz dalam penyelenggaraan pelatihan kara
:pangsmbangan industr

h menghimpun, mengalah, memelihera, menyampaian, mengembengkan
dan memanfaatian data dan ormasi pskdinan pengenbangan iIndusty;

i  merwiapkan bahan laporan PPKP1 ddam hal kegiatan pelatihany dan

} melaporkan dan mempertanggungiawabkan pataksanasn tugas Seksl
Pelatihan,

Bagizr Kelima
Seksi Uji Kompetensl dan Pemasaran
Pasal 9

Seksi Lfi Kompetensi dan Pemasaran menipgkan Satyan Kerja Lin

PPKPI datam pelaksamaan ujj kompetensi dah pemasaran program dan
ulusan.

Seksi U] Kompetensi dan Pemasaran dipimpin deh seorang Kepda
Seksi vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pusat,

Seksi Uji Kompetensi den Pemasaran mempunyai tugas

a. menyusun bahan Rencans Kerja dan Anggaran (RIKA) dan Dokumen
Palaksanaan Anggaren (DPA) PPKPt sesuai dangan ngkup lugasnys,
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(1)

(3
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(1

b melaksanakan Dolaunen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKIPL sesual

dengan Bngkup tugasnyal
G Menusun rencana pemasaran program -dan lulusan

d melaksanakan koglatan pemasaran program dan lulusam,

e. melaksanakan fasiftasl kegiatan uj kompetonsi;

1 melakukan pemaniasan kiusan,

g melaksanaksn koordinasi dan kerja 5ama dengan Iamhagaeertlﬁkasi
profesi;

h. menyiapkan Dbahan lapoan PPKP! yang berkaitan dengan uji
kompelensi dan pemasaran dan

i melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Ui Kompetons! den Pomasaran.
Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasa 10
PPKPI dapat mempunyai Subkefompok .Jabatan Fungsional.

‘Pejabat Fungsional medeksanaken tugas dalsm susunan. organisasi

strukivrad PPKPL

Pasal 11

Dalam rangka mengembangkan profesikeahilenvkompetensi Pejabat
Fungsional dbenluk Subkelompok Jabatan Fungsionst PPKPI sebagal
bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kara dan
Transmigrasi yang ditetapkan cich Kepata Pueal.

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabsatan Fungsional yang
berkedudukan & ‘bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puseat

Kelja Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakeud pada
ayat {2) diengkst dan dibschentikan oleh Kepala Dinas atas uswl Kepala

Pusal dari Pejabat Fungsionsl yang dhormati dikalangan Pejgbat
Fungsional sesuai keunggulan kompatensi {pengetabuan, keahlen dan
iviegritas) yang dimiki.

Keteniuan lebhy it mengend Jabatan Fungsional PPKPI didur
dengan Peraturan Gubermur sebagai bagian dan pengaturan Jabalan
Fungsional Dinas Tenaga Kerjs dan Transmigrasi sesua keteruan
paraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1) huruf a
adalah Jabatan Struktural Eselon i a. .




(2) Kepda Subbagian Tam Usaha sebagaimana dmaksud dalam Pasal 7
ayat (2} adalah Jabatan Struktural Esslon IVa.

(3) Kepda Seksisebagaimasa dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) den Pasd 9
ayat {2) adalah Jabaan Struktural Eselon IV a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1} Daam melaksanakan lugas dan fungsinga PPKPI wejib taat dan
bemedoman pada ketantuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kepala Pusa mengembasgkan koordinasi dan kera sama dengan
Satuan Kerja Perangkal Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau iInstansi Pemerintah/Swasta teriait dalam rangka

meéningkatkan kinerja dan mempenancar pelksanaan tugas dan fungsi
PPKPL.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Katua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPKP wajib melsksanakan tugas masing-masing
sesua dengan ketentuan perafuan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisas), simplifikas| akuntabikas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi, ’

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkslompok
Jabatan Fungsional pada PPKPI wajib memimpin, mengoordinaskan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2} Kepala Pusat, Kepala Sabbagian, Kepala Seksi Ketus Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPKPI wgib mengkuti dan
memakhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesua ketenfuan
peralyran perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPKP] wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sarta mengambil langksh-
langkah  yang dperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.
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Pasal 17

Kepsla Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl Ketua Subkelompok
Jebatan Fungsional dan pegawal pada PPKP! wajib menyampalikan
faporan dan kendala pelalisanaan tugas kepada stasan masing-masing
sesyai kefenluan peraturan penmdangundangan.

Atasan yamg menorima laporan sobagaimana dimakaud pada ayat (1)
merindaklariuﬁ dan menjadikan laporan yang Gterna sebapal bahan
pengambilan keputusan sesua dengan kewenangan masing-masing.

Pazal 18

Selretartat daorah melakl Buo Organisasi dan Talalaksana melaksanakan
pembinasn kelembagaan, ketatsleksanaan den pelaporan terhadap
PPKP! sabagai bagian dari pembinasn ketatalakssnaan

dan pelaporan Dmas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ketentuan lebih anjut mengenal pembinzan kelernbagean, k&alzralcs:lrmn
dan d maksud 1) diatur dengan
o pelaporan ubaparm pada ayat {1) nga

BAB Vi

KEPEGAWAIAN
Pegawai Negeri Sipil pada PPKP! merupakan Pagawai Negeri Sipl
efofaan kepegawalan sebagaimana  dimaksud 1

m?m sesuai  ketentuan peraturan mmdamngm {d}l
bidang kepegawaian
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPKP! mendapat
pembingan dari Sekretars Daersh melal Badan Ke . Daersh
dan Biro Organisasi dan Tatalaksans sebagal ian dan pombiman
kepegawsaian Dinds Tenaga Kerja dan Transmige

BAB VI

KEUANGAN
Pasd 20

Belanja pelaksanasn tugas dan fungsi PPKP1 dibebankan pada
Angparan Pendapaten dan Belana Daerah.

Pengelolaan balanja sabagamana dimaksud pada ayat {1) difoksanakan
sesud ketemtuan peralran perundang-undangan d hidang keuangan
negara/daerah.

Pasa 21

Pandapatan yang bersumnber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP
menpakan pendapatan daerah. .

-
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Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada aya (1)
diaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d
bidang keuangan negaraidaerah.

BAB IX
ASET
Pasal 22

Aset yang dipergunakan oleh PPKPI sebagai prasarana dan sarana
karia merupakan aset dasrsh dengan slatus kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan

Pengelolaan .aset ata prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanzkan sesuai ketantuan paraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang rmilik
negara/daerah,

Pasal 22

Presarana -den :sarana kefja yang ditetima dalam bentuk pemberian,
hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPKP! dalam rangka

melaksanakan tuges dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daersh,

Penerimaan barang dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera diaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporian
kepada Gubemur melalsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai
Bendz;lhara Unum Dasrah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daera

BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasd 24

Kepala Pusat dibantu oleh 1 (saty) oreng Kepala Subbagian Tata
Usaha, 1(satu) orang Kepaa Seksi Pelatihan dan 1 (sat) orang Kepala
Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran seébagai bawahan langsung.

Kepala Subbaglan Tata Usaha dibanty sebanyak-banyaknya oileh
17 {ujuh belas) -orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai
bawahan langsung.

Kepala Seksi Pdt ihan dibantu sebanyak-banysknya oleh 63 {enam
puuh tiga) orang Pelbat Fungsional Umnmum/Tertenty sebaga bawahan
langsung.

Kepala Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran dibantu sabanyak-
banyaknya oleh 8 {delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Teartentu
sebagai bawahan fangsung




H

{5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimakaud pada ays (2), ayat (3)
dan ayat {4) ssbagaimana tercanturn ddam Lampiran 1 Peraturan
Gubermy im

{8) Rincian formasi jshatan sebagaimana dmaksud pada ayat (5) menjadi
acuan pengajyan kebutuhan pegawal PPKP.

Pasal 25
(1} Standar peralsan kerja minimal setisp jabatan sebagaimana dimaksud

pade Pasal 24 sebageimana lercanium dJdalam Lampian Il Perduran
Gubemur ini,

(2) Standar perdatan kerja minima sebagdmana dmaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pangadaan ;peralatan kerja PPKPL.
BAB X1
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 28

(1) PPKP memyusun dan menyamgaikan laparan berkala tahunan, semester,
trtwulan, bulanan dan/atau sewalktu-wakiu kepada Kepsia Dinas.

(@ Lapomn sebagamana dimaksud:pada ayst (T) artana:lein medputilaporan:

kebutuhan, kekurangan dan kelebiban pegawai
keuangan

Kinerja

kebutuhan, kekuwangan dan kelebihan barang alau prasassna dan
sarana kerja;

akuntabilitas; .den

pelsksanaen kegiatan.

e ROTE

Pasal 27
Daam rangka akuniabilitas, PPKP mengembangkan sistem :pangendafian
inlemal sebagal bagian dari sislem pengendalian intamal Dinas Tenags
Kerja dan Transmigrasi.
BAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 28
Pengawasan terhadap PPKP ditaksanakan oleh:
a lembaga Negara yang mempunysi tugas memeriksa pengololaan dan
®] jawab keuangan negata;

tanggung
b. Apard Pomeiksa ifemal Pemerintaly; dan
<. Inspekioal.
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BAE Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai beraky, Keputusan Gubermur Nomor

160 Tahun 2002 fentang Pembentukan, Organlsasi dan Tata Kega Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tonaga Ketja dan Transmigrasi Propirei
Daerah Khusus bukota. Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 30
Peraturan Gubemur ini muai bevlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ni dengan Penempataiinya dalam Berita Daerah Proving Daerah
Khusus fbukota .Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,

—

YAT
NIF 050012362

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
TAHUN 2010 NOmMOR 119




Lampiian | . Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

tukota Jakarta

Nomor 115 TAMOW 2010

Tanggal 14 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANTAS!
PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN NDUSTRI

KEPALA UNT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKS? SEKS
PELATHAN V) KOMPETENS! DAN
PEMASARAN

SUBKELOMPOK ABATAN




Lampiran il : Perawwan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

hukota Jakarta

Nomor 115 TAHUN

2010

Tanggal 14 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA LEMBAGA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN

INDUSTRI

NO NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

1. | Kepala Pusat

- S1Humareora

- Dikiat Kepemimpinan Tk (l

~ Diklat Manajermen
Perkantoran

=~ Diklat Manajemen

Keuangan

- Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

- Diklat Komputer

- Dikjat Teknws.
Ketonagakerjaan

]7

Jumilah

2. | Kepala Subbagian Tats
Usaha

- 81 Humanioa
- Diklat Kepemimpinan Tk [V
- Dikdst Adrninistrasi

Perkantoran

- Diklat Administrasi

Kepoegawaian

- Diklat Pengalotaan

Keuangan Daerah

- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa

- Dildat Telaws.

1]

(Wi

Pengadministrasi Umum

Ketenanakenaa
= D il Ademwnistrasi
- Dildat Admenistrasi

Perkantoran

- Diklat Satminkal/ Kearsipan
- Dikiat Komparter

Pengurus Rumah Tangga

- D) Admiristrasi
- Dikiat Bendahara Barang

- Dikiat Komgarer

- Dildat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pengadministrasi

Kepegawai

- DIl Aoministrasi
- Diklal Admingstrasi

- Dikdal Satminkal! Kearsipan

- Diklal Kompurter




NAMA. JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Penyusun Program

$1 Ekonomi/Manajemen/
Akuntans)

Diklat Administrag;
Keuangen

Diklat Perencanaan
Diklat Korputer

Fengelola Kevangan

S1 EkonomiManajemen/
Akurtansi

Dikiat Administrasi
Keuangan
Diklat Perencanaan

Dikiat Komputer

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

D # Aluantansi
Diklat Bendaharawsan

Diklat Komputer

Peambantu Bendaharg

D il Akuntansi
Dikla Bendaharawan
Diklat Komputer

Pengadministrasi
Keuangan

Gl Alamtansi
Diklat Bendaharawan
Diklat Komputer

Caraka

Jumlah

18

Kepala Seksi Pelatihan

51 Humanjora

Diklat Kepemimpinan Tk IV
Diklat Telmis
Ketenagalejaan

Wi

Pengadministrasi Peserta
Petathan

D 11 Administras
Diklat Komputer
Diklat Administipei
Perkastoran

Koordinator  Instruktur

DI Admiretrasi

- Dikiat Komputer

Diklat Tekmnis.
Ketenagakeriaan

Petugas penvedia
periengkapan Felatihan

0 1l Politelmik
Diklat Telmis
Ketenagakeriaan




NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
Instrulctur - DlSesuai Kudifikasi 48
- Diklat Fungsional Bidang
Petalihan dan
Pembelajaran
- Dikiat Toknis
Ketenagakerjaan
Jumlah 64
Kepala Seksi Ui - $THumaniora IVia 1
Kompetensi dan - Diklet Kepemimpinan Tk IV
Pemasaran - Dikat Teknis
Ketenagakerjaan
Pengolah Data Alumni - DI Administrasi 1
- Diklat Komputer
Pengolah Data Mts Kena 1~ Bili Administrasi 1
- Dildat Komputar
Petugas Pemasaran - §1Ekonomi 4
- Diklat
- Diklat Teknis
Ketenagakersjaan
Pengadministrasi Sanifikasi | . Dill Adminictrasi 2
- Dikiat Komputer
Jumilah 9
Total 92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKHTA JAKARTA,

—




Lampran Il : Peratwan Gubemur Provinsi Deerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor : 115 TAHUK 201p
Tanggal: 12 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJIA PADA PUSAT PELATHAN KERJA PENGEMBANGAN

INDUSTRI
NO Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumiah

! fa Pusat Minibirs 1 unit
Notebook 1 it

Prinder 1 unit

Teiepon 1 buah

White Board 1 huah

Il_{ X=pala Sub Bagian Tata Usaha  ‘Notebook 1 unit
Prinder 1 unit

Telepon 1 buah

White Board 1 buah

Filing Kabinet 1 buah

1 | Pengadministrasi Umum Kompuier 2 uni
Printer 1 unit

Telepon 2 buah

Fax 1 unit

Fiflires Kabinet 2 buah

Mesin Ketik 2 buah

2 | Pengurus Rumah Tangge  Infocus 1 urit
screen 1 urit

Filling Kabinet 6 buah

Pengadministrasi

3 | Kepegawaian Komputer 2 it
Printer 1 unit
Tebpon 2 buah

Fillng Kabinet 2 bush

Mesin Absensi 1 unit

Mesin Ketik 2 buah

4 | Penyusun Program Kornputes 1 urit
Prinfer 1 urst

Telepon 1 buah

Filing Kabinet 1 buah

5 | Pengelola Keuangan Komparer 1 urit
Prtler 1 unit

Mesin Fenghancur Kertas 1 buah

Mesin Hitung 1 il
Fiing Kabinet 1 buah




NO Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
6 | Bendahara Pengeluaran Kommuser 1 urit
Pembantu
Kalikulator 1 buah
Mesin Hlung 1 buah
Brankas L buah
Telept 1 buah
Filling Kabict 1 buah
7_| Pembantu Bendahara Ka Kkalalor 1 buah
Mesin Hitung 1 buah
Feiling Kabinet 2 buah
8 | Pengadministrasi Keuangan | Komputer 1 unit
Kalk: dador 1 buah
hesin Hitung 1 btah
Filing Kabinet L bexah
9 | Caraka Sepada Motor 1 unt
Fillng Kabinet 1 buah
Il | Kepala Seksi Pelatihan Kompurter 1 unit
Printey 1 unit
Tielenon 1 buah
Filirg; Kabinet 1 buah
1 | Pengadministrasi Peserta Komputer 2 unit
Pelatihan
Pinter 1 urit
Talepen 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
2 | Koordingtor Instrubcar Komputes L unit
Pringer L unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
3 | Petugas Penyedia Komputer 1 Uit
Perlengkapan Pelatihan
Pinker unit
Telepon buah
Filing Kabinet besah
Paralatan Kerja Teknis
4 | Instruktur Kompader 5 urit
Printes: 1 unik
Fling Kahinet 5 buah
Peralatan Kera Teknis




NO Nama Jabatan Poralatar Kerja Jumiah
IV | Kepala Scksi Uji Kompetens! Kompuder 1 unit
dan Pemasaran
Prnter 1 urit
Tolepon 1 buah
Filing Kabinet 1 buah
Pengolah Cata Alumni Kompaster 1 unit
Printes 1 unit
Telopon 1 buah
Fillng Kabinat 1 buah
Peralotan Kerja Teknis
PengolahData Mtra Keria | Kompiger 1 unit
Prmter 1 unit
Telepon 1 buah
| Filing Kahinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
Petugns Pemasarn | Komputer 2 unit
- Printer 1 ~ unh
_ Telepon N 1 _buah
Filling Kabinet 2 | buah
1 Peralatan Kerja Teknis
Pengadministrasi Sevtifikasi | Komputer 2 unit
Prinder 1 unit
Telepon 1 buah
, Filling $tinet 2 buah

Pelakan Keri _a Teknig

GUBERNUR FROVINS DAERAH KHUSUS
[BUKHT A JAKARTA

FA




